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TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH III PONTIANAK NOMOR : SK.91/Kpts/BPKHTL.III/SBTU/SET.1/12/2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III
PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan No.
P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun
2020-2024;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas,
pada setiap unit kerja Eselon I perlu disusun dan ditetapkan
Rencana Strategis;

c. bahwa sehubungan adanya UU Cipta Kerja, diperlukan percepatan
tata batas dalam 2 tahun, penataan kawasan hutan, kecukupan
hutan, kebijakan AMDAL, persetujuan penggunaan, persetujuan
lingkungan KLHS;

d. bahwa sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diikuti dengan Perubahan
Rencana Strategis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan maka Rencana Strategis BPKHTL Wilayah III Pontianak
yang sudah ada perlu menyesuaikan dengan revisi tersebut;

e. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan
dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak tentang Perubahan atas
Surat Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah I1I Pontianak Nomor
SK.91/Kpts/BPKHTL.III/SBTU/SET.1/12/2022 tentang Rencana
Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah III Pontianak Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor
11 Tahun 2020;

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang
Kehutanan;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia 121/P tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode 2014-2019;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional 2011-2030;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.63/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,
serta Penggunaan Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

21.

22,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020
Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN
TATA LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH ITI PONTIANAK NOMOR
SK.91/Kpts/BPKHTL.III/SBTU/SET.1/12/2022 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH IIT PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan
Hutan danTata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020-2024
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Revisi Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan
acuan dalam perencanaan penganggaran kegiatan-kegiatan
lingkup BPKHTL Wilayah III Pontianak (Rencana Kerja Tahunan)
sampai dengan Tahun 2024;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

~—~—.—~pada tanggal : 15 Desember 2023
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Lampiran :  Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah III Pontianak

Nomor :  SK. 59/Kpts/BPKHTL.III/SBTU/SET.1/12/2023
Tanggal : 15 Desember 2023
TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS 2020-2024
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA
LINGKUNGAN WILAYAH III

PONTIANAK



KATA PENGANTAR

Revisi Kedua Rencana Strategi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah 1lI  Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Revisi Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Revisi Rencana Strategis
Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 serta mengacu pada
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Revisi Kedua Rencana Strategis ini
disusun mengingat isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan
dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti
perkembangan target dan prioritas nasional, maka akan sangat dimungkinkan Renstra BPKHTL

Wilayah 1l Pontianak mengalami penyesuaian.

Revisi Kedua Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah Il Pontianak Tahun 2020-2024 akan menjadi acuan dalam perencanaan penganggaran
kegiatan-kegiatan lingkup BPKHTL Wilayah Il Pontianak (Rencana Kerja Tahunan)
sebagaimana implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKHTL Wilayah Il

Pontianak.

Akhir kata, semoga Revisi Kedua Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan mencapai

sasaran.

—

NGAN O o

7 —~Pontianak, 15 Desember 2023
ala Balai,

0

Trionoadi, S.Si, M.Sc
NIP. 19711129 199703 1 002
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BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah Il Pontianak 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah yang disusun oleh Ditjen PKTL untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan (Ditien PKTL) Tahun 2020-2024. Dengan adanya berbagai
perkembangan kondisi lingkungan strategis KLHK, baik lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, Renstra KLHK 2020-
2024 memerlukan penyesuaian-penyesuaian (revisi) untuk merespon perubahan lingkungan
dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.

Beberapa kondisi yang menjadi perhatian KLHK dalam penyusunan Revisi Renstra
KLHK Tahun 2020-2024 yakni 1) meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke
seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020; 2) dukungan KLHK dalam
Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang diharapkan akan
meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang
yang sangat besar untuk penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta
peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan 3) penyelasaran kinerja KLHK yang telah
melakukan reformasi struktural yang diatur dalam Peraturan Presiden No.92 Tahun 2020
tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan (4) adanya perubahan struktur
organisasi dan birokrasi yang lebih sederhana, berkinerja, dan memudahkan menciptakan

outcome melalui PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan kondisi tersebut perlu
diselaraskan melalui Revisi Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan

Wilayah Il Pontianak 2020- 2024.

1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Il
Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin oleh Kepala Balai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Il Pontianak
mengemban tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan
perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan
kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan
pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan, dengan wilayah kerja
meliputi Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pemantapan

Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 11l Pontianak menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;

b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan Kawasan hutan;

d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha
pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan
penggunaan Kawasan hutan, persetujuan pelepasan Kawasan htuan, dan penetapan
Kawasan htuan dengan tujuan tertentu;

e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
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f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan,
sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata
lingkungan;

g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;

h. Penyiapan dan penyajian data informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan
Kawasan hutan, penatagunaan Kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan,
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;

i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi,
serta data dukung daya tampung lingkungan hidup;

j- Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan
lingkungan hidup dan daerah;

I.  Pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim
uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup dan
strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup daerah;

m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan

n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan
administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata
persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum,
dan pengelolaan data dan informasi.

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran
strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, terutama terkait dengan
agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam,

mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi serta pembangunan infrastruktur. Pada
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prinsipnya program planologi kehutanan dan tata lingkungan berperan terutama dalam
upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yaitu terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap
terhadap perubahan iklim, tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumber daya hutan
dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan, terjaganya
keberadaan fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena
itu, kepastian kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan harus
dapat diwujudkan.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan kurun waktu 2020-2024, Balai Pemantapan Kawasan
Hutan (BPKHTL) Wilayah Ill Pontianak selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di daerah mempunyai peran strategis dalam
mewujudkan pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan di Wilayah Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Rencana Strategis
(Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah Ill Pontianak
harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan
sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah Il Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan rencana pembangunan
bidang pemantapan kawasan hutan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga
merupakan kelanjutan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah Il Pontianak Tahun 2015-2019.

Hasil pelaksanaan kegiatan pemantapan kawasan hutan sesuai indikator kinerja

utama sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :
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Total

%

Realisasi . ... | Realisasi
Indikator Target 5 Realisasi Kumulatif
No Sasaran A Tahun Satuan s/d
Kinerja terhadap
(Renstra) Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Ybs target 5
tahun
1. | Terselesaikannya | Seluruh 3.602,81 KM 376 671 297 - - 1.344 37,3
Penetapan Kawasan hutan
Seluruh Kawasan | ditetapkan
Hutan sebagai
kawasan
hutan
(penetapan
kawasan hutan
100% termasuk
kawasan
konservasi)
2. | Terselesaikannya | Kawasan hutan | 3.718 KM - - - - 780,79 780,79 21
pelepasan yang
kawasan hutan | dilepaskan
untuk TORA untuk TORA
Dokumen hasil | 1 PROV - - - 1 1 1 100
inventarisasi
verifikasi  dan
BATB  obyek
TORA dalam
kawasan hutan
di Wilayah
Kerja
BPKHTL
3. | Tersedia dan Data dan | 240 KLASTER 18 4 5 8 10 45 18,8
termutakhirkannya | Informasi
data dan informasi | Sumber Daya
SDH Hutan Hasil
Inventarisasi
Hutan Nasional
di Wilayah
Kerja
BPKHTL
Data dan | 51 LOKASI 8 - 2 - - 10 19,6
Informasi
Penutupan
Lahan
Nasional di
Wilayah
Kerja BPKHTL
4. Rencana dan Hasil Verifikasi 6 LOKASI 3 3 1 - - 7 116
Penggunaan PNBP
Kawasan Hutan | Penggunaan
dan Pembentukan | Kawasan Hutan
Wilayah di Wilayah
Pengelolaan Kerja
Hutan BPKHTL
5. Terfasilitasinya Fasilitasi 8 KPH 3 1 2 5 5 16 200
Rancangan Rancangan
Rencana Tata Hutan dan
Pengelolaan Rancangan
Hutan di Wilayah | Rencana
Kerja BPKHTL Pengelolaan
Hutan KPH
6. Meningkatnya Tata Kelola | 5 LAYANAN 1 1 1 1 1 5 100
Tata Kelola | Pemerintahan
Pemerintahan Di Lingkungan
Di Lingkungan | Ditjen PKTL
Ditjen PKTL | sesuai
sesuai Kerangka | Kerangka
Reformasi Reformasi
Birokrasi Birokrasi

Sumber : LKj BPKHTL Wilayah Il Pontianak (2019)

Program Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I

Pontianak yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024 harus selaras dengan yang
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dimandatkan oleh UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan,
2) Pengukuhan Kawasan Hutan, 3) Penatagunaan Kawasan Hutan, 4) Pembentukan
Wilayah Pengelolaan Hutan, 5) Penyusunan Rencana Kehutanan, dan UU No.32
Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: 1)
Inventarisasi Lingkungan Hidup, 2) Penetapan Wilayah Ekoregion 3) Penyusunan
RPPLH, 4) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui

istrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

1.1.2 Landasan Pembangunan

Berlandaskan pada mandat UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa
salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya
hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara
transparan, bertanggung-gugat, partisipastif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan
aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya
tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perencanaan
kehutanan tidak lepas dari serangkaian aktifitas perencanaan nasional yang terjabarkan
dalam dokumen perencanaan setiap institusi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Aktifitas dan produk perencanaan dalam pemantapan kawasan hutan memegang
peranan penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan kehutanan. Perencanaan
ini hendaknya mampu menjamin bahwa pemantapan kawasan hutan dalam
pembangunan kehutanan dapat dilaksanakan dengan baik, menuju ke arah yang tepat
sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal serta ditunjang oleh potensi
sumber daya yang memadai.

Substansi dari aktifitas perencanaan secara umum termuat dalam UU No. 25 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional, dimana setiap institusi diwajibkan menyusun
dokumen perencanaan dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan

dokumen perencanaan dari institusi induknya.
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Kawasan hutan sebagai bagian dari kesatuan wilayah administrasi memiliki posisi
strategis dalam mewujudkan ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas lingkungan
hidup yang berpusat pada daya dukung kawasan hutan dan peningkatan kapasitas
potensi sumber daya hutan. Dalam ranah ini, kawasan hutan seyogyanya diwujudkan
dalam suatu kondisi yang mantap agar mampu memenuhi fungsinya dalam mewujudkan
lingkungan hidup yang berkualitas serta dapat dikelola secara lestari untuk kesejahteraan
masyarakat.

Namun disadari, kondisi kawasan hutan kian memprihatinkan. Di tengah pesatnya
perubahan lingkungan strategis di tingkat global, perubahan politik dan ketatanegaraa
nasional pasca gerakan reformasi serta penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi
daerah dalam sepuluh tahun terakhir, sumberdaya hutan menghadapi banyak
permasalahan dalam mewujudkan sistem dan praktik pengelolaan hutan lestari. Kawasan
hutan mendapat tekanan yang luar biasa beratnya,baik dari sisi internal maupun eksternal.
Dari sisi internal, masalah belum efektifnya penegakan hukum, regulasi kebijakan yang
tidak mampu menjawab berbagai dinamika masalah ditingkat tapak, keterbatasan SDM
dan kelembagaan serta rendahnya kinerja sebagian pemegang ijin pemanfaatan hutan
menjadi kendala pencapaian kelestarian hutan. Sementara faktor eksternal yang menjadi
masalah utama antara lain benturan kepentingan antar sektor, arogansi pemangku
kepentingan dalam penyelesaian tata batas, ketidaksepahaman pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan didaerah, klaim masyarakat atas kawasan hutan, aktifitas
pertambangan tanpa izin, perambahan dan konversi kawasan hutan untuk kepentingan
lain secara tidak sah serta revisi tata ruang (RTRWP) akibat perubahan pola dan struktur
ruang yang tidak memenuhi kaidah ekosistem dan daya dukung ruang hidup.

Berbagai faktor di atas berakibat pada sulitnya pencapaian kemantapan kawasan
hutan di Wilayah Kalimantan Barat. Kawasan hutan yang mantap seyogyanya memenuhi
beberapa persyaratan, yaitu : (1) adanya kepastian kawasan hutan; (2) status kawasan

hutan yang bebas konflik jangka panjang; (3) diketahui letak, lokasi, luas dan kondisi
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penutupan lahannya; (4) dibatasi oleh batas alam atau buatan yang permanen; (5) diakui
dan dihormati secara de-jure dan de-facto (legal dan legitimate) oleh seluruh pemangku
kepentingan; (6) memiliki rencana dan pengelola kawasan. Kawasan hutan yang mantap
merupakan syarat utama untuk meningkatkan potensi sumber daya hutan dalam rangka

pengelolaan hutan secara lestari.

1.1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah Ill Pontianak tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai arahan
kebijakan dan strategi pembangunan bidang pemantapan kawasan hutan di wilayah kerja
BPKHTL Wilayah Ill Pontianak dalam kurun waktu 2020-2024.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan
Tahun 2020-2024 agar mampu mewujudkan prioritas kebijakan Direktorat Jenderal

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah |1l Pontianak.

1.1.4 Sistematika
Rencana Strategis BPKHTL Wilayah Il Pontianak Tahun 2020-2024 ini memuat :
« Pendahuluan meliputi dasar, landasan pembangunan, maksud dan tujuan,
sistematika, alur pikir penyusunan renstra, kondisi umum dan potensi serta
permasalahan;

% Sasaran dan Indikator Kegiatan

7
0.0

Kerangka Regulasi dan Pendanaan

X3

%

Penutup

1.1.5 Alur Pikir Penyusunan Renstra
Penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah Illl Pontianak mengacu kepada Renstra
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Sebagai

penjabaran dari Renstra tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsi BPKHTL, Renstra
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BPKHTL Wilayah Il Pontianak menguraikannya ke dalam kegiatan operasional yang
terencana, terukur, akuntabel dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang diemban
oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Wilayah Provinsi
Kalimantan Barat.

Pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan
kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Untuk
jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah 11l Pontianak Tahun 2020-2024

seperti berikut ini :

B _ B

= Pegawai = Pegawaiyang
= Anggaran berkompeten
= Eselonlll = Optimalisasi

INTERVENSI anggaran dan tepat
Sarana dan ANGGARAN CEEEE
Prasarana D o .
= Memiliki mitra kerja
‘A yang handal
= Pemanfaatan
teknologi dan
kerjasama
POTENSI DAN
KONDISI SAAT INI RENSTRE BEKHWILAAHL KONDISI YANG DIHARAPKAN
(Kawasan Hutan yang
TAHUN 2020-2024

Mantap dan Lingkungan
yang Berkelanjutan

Penetapan Kawasan
Hutan masih di bawah
70%

= Seluruh kawasan hutan

diakui secara legal dan

aktual (100% penetapan)
Sinergitas perencanaan
ruang kawasan hutan = Peran kawasan hutan
masih belum optimal dalam mendukung
ketahanan Pangan,
Energi dan Air semakin
optimal

= Peran kawasan hutan
dalam mendukung
ketahanan Pangan,
Energi dan Air belum
optimal

= Sistem Informasi SDH
semakin baik dan kuat

= Sistem Informasi SDH - Pencegahan dampak

| imal
(ellrn @pidtree lingkungan terhadap
= Kelembagaan KPH kebijakan wilayah dan
belum kuat sektor serta usaha dan

= Kualitas Lingkungan kegiatan semakin baik

Hidup yang menurun

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penyusunan Renstra BPKHTL Wilayah Il Pontianak
Tahun 2020-2024
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Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-
2024, maka pada Renstra BPKHTL Wilayah 11l Pontianak 2020-2024 dilakukan intervensi
yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai

berikut:

1. Modalitas Regulasi
Penyempurnaan regulasi untuk berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tupoksi BPKHTL Wilayah Ill Pontianak, meliputi kegiatan Inventarisasi Hutan;
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Perencanaan, Penggunaan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; serta Pengendalian Dampak Lingkungan
untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan. Sebaiknya regulasi yang ada atau
yang akan dibuat dapat mendorong para pihak yang berkepentingan untuk berperilaku
lestari.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas
dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial. Disadari bahwa saat
ini banyak SDM yang pensiun, sehingga diperlukan tambahan SDM dengan kualitas
dan kuantitas yang memadai. Untuk itu BPKHTL Wilayah Il Pontianak akan
berkoordinasi dengan Ditjen PKTL untuk memenuhinya.

3. Modalitas Teknologi
Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan
keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi
Hutan;Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Perencanaan, Penggunaan
dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; serta Pengendalian Dampak
Lingkungan. Pemanfaata Teknologi dan Data Penginderaan jauh, penggunaan drone
dan GPS Differential sudah berlangsung dan akan tetap menjadi kebutuhan dalam

melaksanakan tugas-tugas BPKHTL Wilayah Il Pontianak.
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4. Modalitas Anggaran
Interventsi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan
Biaya bidang PKTL. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran, maka target
kegiatan/ouput harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung
pembangunan prioritas nasional.

5. Intervensi Kemitraan
Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan
pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan
para pihak terkait, untuk mendukung 4 (empat) modalitas lainnya.
Mengacu pada visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu “Terwujudnya
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan
Masyarakat”, BPKHTL Wilayah Il Pontianak terus berupaya mewujudkan kawasan

hutan yang mantap melalui penetapan kawasan hutan.

1.1.6 Struktur Organisasi

Secara umum struktur organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja
dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar
pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam
pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan
kerjasama antar satu dengan lainnya.

Sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, struktur organisasi BPKHTL Wilayah
IIl Pontianak sebagai berikut :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan

4. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan
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5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Balai

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

\ 4

A A

A 4

Kepala Seksi Pengukuhan dan
Perencanaan Kawasan Hutan

Lingkungan

] [ Kepala Seksi Sumber Daya Hutan danTata ]

y

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah Il Pontianak

1.2 Potensi dan Permasalahan

BPKHTL Wilayah Il Pontianak memiliki peran strategis dalam mewujudkan

pencapaian kebijakan prioritas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan modal jumlah SDM, anggaran serta sarana

dan prasarana yang cukup memadai, BPKHTL Wilayah Il Pontianak diharapkan mampu

mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

Namun demikian, tantangan dan permasalahan serta ancaman harus dijadikan pendorong

lahirnya strategi-strategi baru di masa depan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi

dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2015- 2019 antara lain :

» Upaya pencapaian target masih didominasi oleh intervensi anggaran, belum secara

optimal mengembangkan intervensi SDM, intervensi Kebijakan, Intervensi Teknologi

maupun pelibatan para pihak dalam membangun kesepahaman publik.

» Ketersediaan data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan program

dan anggaran masih belum optimal.

» Penyelesaian tata batas kawasan hutan dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat

terhadap kawasan hutan.

RENSTRA (Revisi 2) BPKHTL Wilayah Ill Pontianak



» Proses penyelesaian substansi kawasan hutan dalam penyusunan Review Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi ditentukan oleh kinerja Tim Terpadu, komitmen pemerintah
daerah dan legislatif, baik di daerah maupun di tingkat pusat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar dalam pelaksanaan
pembangunan bidang planologi kehutanan dalam kurun waktu 2020-2024, seluruh
permasalahan- permasalahan tersebut tidak terjadi lagi.

Selain permasalahan utama selama periode pembangunan 5 (lima) tahun
sebelumnya, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang

serta ancaman ke depan dapat dilihat sebagai berikut :

f—\

1.Dasar hukum Peraturan Perundang- undangen

5 Ketersadioan anggaraon setiap tohun yoang sesuai
dengon progrom kerjo setiap tahun di BPKHTL
Wilayah il Pontianok

6.Posisi (letok kontar) yang berdekatan dengan kantor
UPT Kehutanan yang lain
\7 Data dan informasi kawason hutan yang sinkron J

[ orromtunmes \/ G

Kehutanan yang lengkap dan jelas. 1 Masih kurangnya peralatan pendukung
2.Gedung sebogoi sarana dengan fosilitos yong kegiatan lapangan
memodai. 2_Kompatensi pegawal yang belum memadai.
3 Komitmen yang kuat dari pimpinon dan stof di 3 Belum terselesoikannya penotaon batas
BPKHTL untuk meloksanakon tugas pokek dan L v hutan di Kal Barat
fungsi BPKHTL Wilayah lll Pentianak. - i
4_Jumleh pegawai BPKHTL Pontianak yang sudah '
i untuk 1 ! tupoksi :
i
1
1
i

(———— |

1. Dukungon dari para pinak balk institusi

1

|

: 1.Maroknya atou berkembanganya
kehutanan maupun non kehutanan, LSM, dan :

'

.

1

Ll

permsalahon tenurial poda kawasan hutan,
2.Wilayah kerja yong luos meliputi L Provinsi

masyarokat terhadap pembangunan
kehutanan
2. Tersedionyo data dan informasi bidang G
planologi kehutanan yang lengkap. g -
3. Perker , logi ir i pada
bidang kehutanan

\_ J

Gambar 3. Identifikasi Lingkungan (Environment Scanning)
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BAB 11
VISI. MISI. TUJUAN 2020-2021

2.1Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK
2.1.1 Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober
2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan
tugas da fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.
Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna
mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian
PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra KI/L,
RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas,
Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala
Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang
berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu,
Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B.
899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi
dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024,
diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar
disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden

dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden,

maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu :
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“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan

dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni :

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat
menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan
ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif
disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke
generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat

Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

21.2 Misi KLHK
Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan
dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan
pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan
kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil
Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
yaitu :
1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara
berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun
perempuan secara adil dan setara, dan

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
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2.1.3 Tujuan KLHK

Visi dan misi Revisi Renstra KLHK 2020-2024 tidak mengalami perubahan.
Sementara untuk tujuan, KLHK melakukan penyesuaian-penyesuaian akibat adanya
perubahan stok, internalisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), FOLU
dan Proklim, penyesuaian pandemic covid-19, pemulihan ekonomi nasional,
restrukturisasi program dan optimalisasi target kinerja. Adapun rumusan tujuan KLHK
sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 yaitu:
1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim,
2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup,
3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan,
4. Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan

Prima.

2.1.4 Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai olehKLHK
pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran
dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang
telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun
rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) sesuai Revisi Renstra KLHK 2020-2024 adalah :
1. Kualitas lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
2. Pengelolaan sampah yang optimal
3. Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang semakin dapat dikelola
4. Penyusutan hutan yang dapat dikendalikan
5. Sirkular ekonomi dari sampah dan limbah yang bernilai tambah
6. Pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan

7. Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting yang optimal
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8. Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang semakin tumbuh
9. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate

10. Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

12. SDM KLHK yang berkualitas

13. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

2.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi LHK
Dari 7 (tujuh) PN, KLHK mendukung di 4 (empat) PN vyaitu : (PN 1) Memperkuat
ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, (PN2)

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,

(PN3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dan (PN 6) Membangun

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Prioritas Nasional 1, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan
kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi
lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan
konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah,
lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan
kegiatan prioritas diantaranya: peningkatan daya saing destinasi dan
industri pengolahan pariwisata.

Prioritas Nasional 2, Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan
wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota
negara.

Prioritas Nasional 3, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) pengentasan
kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma

agraria, dan keperantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2)
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peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas
Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

Prioritas Nasional 6, Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan
kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan
pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan
penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan
ketahanan bencana dan iklim; dan (3) 44 pembangunan rendah

karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka
Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PKTL dilandasi oleh UUD untuk
berkontribusi pada kebijakan terkait tujuan keberlanjutan (mitigasi perubahan iklim), RPJD,

RPJMN, dan renstra KLHK.

2.2.1 Visi Ditjen PKTL

Perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra Ditjen PKTL, disusun selaras
dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK
2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen
PKTL yaitu :

“Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara
partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional®“ dalam
mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan
Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditien PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni :

1. Pemantapan kawasan hutan yang berartii Mempercepat pemantapan kawasan
hutan, melalui Penetapan kawasan hutan dan penetapan hutan adat bersama

pemerintah daerah, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan,
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pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan
yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penataan lingkungan hidup yang berartii Mengupayakan perbaikan kualitas
lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di
setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan
terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;

3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh
Ditlen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan
kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan
pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup
masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi

berikutnya.

2.2.2 Misi Ditjen PKTL
Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada
tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi
Ditjen PKTL yaitu :
1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Pengukuhan
Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung

terwujudnya hutan yang Lestari
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2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak
lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam
mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas,

3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung
terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan
secara berkeadilan dan berkelanjutan,

4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya
keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan
secara adil dan setara, dan

5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka
Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik lingkup KLHK.

2.2.3 Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjien PKTL yang
memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam
sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu :

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate,
menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan
kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung
peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;

2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan
sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan
hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;

3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan

pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
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4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung
peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan
secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi
hutan, termasuk penetapan hutan adat bersama pemerintah daerah;

5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.

2.2.4 Sasaran Strategis Ditjen PKTL

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai
oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja
program pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya
program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen

PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh
kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%
termasuk kawasan konservasi);

2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya
penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar
penyusunan kebijakan dan rencana kelola;

3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan
sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Tersedianya konsep
Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit
usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui

pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
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5. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas
kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA,;

6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan
berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang
komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka

Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.
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BAB 11l
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKHTL Wilayah Il Pontianak
Sejalan dengan renstra Ditien PKTL Tahun 2020-2024, tugas dan fungsi BPKHTL

Wilayah Ill Pontianak dijabarkan lebih lanjut kedalam 3 (tiga) program yang dikelompokkan

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Kualitas Lingkungan Hidup, dijabarkan ke dalam kegiatan
Pencegahan Dampak Lingkungan

2. Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dijabarkan ke dalam
kegiatan: 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, 2) Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan, dan 3) Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan
Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;

3. Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan.

Tabel 3.1 Cakupan Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan BPKHTL Wilayah llI

Pontianak
. . Indikator Kinerja Satuan
Kegiatan Sasaran Kegiatan Kegiatan Target
Meningkatnya layanan kajian Layanan kajian tata Layanan
tata lingkungan kebijakan lingkungan kebijakan
wilayah dan sektor di wilayah wilayah dan sektor di
kerja BPKH wilayah kerja BPKH
Meningkatnya layanan kajian Layanan kajian tata Layanan
tata lingkungan usaha dan lingkungan kebijakan
Pencegahan Dampak kegiatan di wilayah kerja usaha dan kegiatan di
Lingkungan BPKH wilayah kerja BPKH
Tersedianya data dan Dokumen Hasil Verifikasi Dokumen
informasi Inventarisasi Jasa Lapangan Kawasan
Lingkungan Tinggi dengan Indeks Jasa

Lingkungan Tinggi Secara
Partisipatif di Wilayah
Kerja BPKH
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Terselesaikannya penetapan Panjang Batas Kawasan KM
seluruh kawasan hutan Hutan Yang Telah
Diselesaikan Hak- Hak
Pihak Ketiga
Pengukuhan dan
Penatagunaan Terselesaikannya pelepasan Dokumen hasil Provinsi
Kawasan Hutan kawasan hutan untuk TORA inventarisasi, verifikasi dan
BATB obyek TORA dalam
kawasan hutan di Wilayah
Kerja BPKH
Tersedia dan Data dan Informasi Klaster
termutakhirkannya data dan Sumber Daya Hutan Hasil
informasi SDH Inventarisasi Hutan
L Nasional di Wilayah Kerja
Inventarisasi dan
BPKH
Pemantauan Sumber
Daya Hutan Data dan Informasi Laporan
Penutupan Lahan Nasional
di Wilayah Kerja BPKH
Rencana dan Terlayaninya permohonan Hasil Verifikasi PNBP Unit
Penggunaan Kawasan penggunaan kawasan hutan Penggunaan Kawasan
Hutan dan dan tersedianya data informasi  Hutan di Wilayah Kerja
Pembentukan Wilayah ~ PNBP penggunaan kawasan BPKH
Pengelolaan Hutan hutan
Nilai SAKIP pada Poin
Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan
Dukungan Manajemen  Meningkatnya kondisi birokrasi  Level Maturitas SPIP Level
dan Pelaksanaan dan layanan publik yang agile, Direktorat Jenderal
Tugas Teknis Lainnya  efektif, dan efisien lingkup Planologi Kehutanan dan
Ditjen Planologi Direktorat Jenderal Planologi Tata Lingkungan
Kehutanan dan Tata Kehutanan dan Tata
Lingkungan Lingkungan Laporan Keuangan Dokumen

Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan yang
tertib dan akuntabel

3.2 Komponen Kegiatan masing-masing Output Kegiatan BPKHTL Wilayah Ill Pontianak

Penjabaran komponen kegiatan untuk masing-masing output kegiatan BPKHTL

Wilayah Il Pontianak sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari beberapa komponen kegiatan :

- Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan Dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL

- Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL

- Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL
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2. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, terdiri dari beberapa
komponen kegiatan, seperti:
- Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
- Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
3. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan SDH
- Inventarisasi potensi sumber daya hutan
- Penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk update data penutupan lahan tingkat
nasional
4. Kegiatan Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan
- Verifikasi PNBP penggunaan kawasan hutan
5. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan
- Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
- Pengelolaan kepegawaian
- Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
- Gaji dan tunjangan
- Operasional dan pemeliharaan perkantoran

- Pengadaan sarana internal

3.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana
dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan
inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat
sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-

2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (mainstreaming) yang
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diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.
Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target- target dari fokus
pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang
merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga
adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pada Revisi Renstra KLHK 2020 — 2024,
terdapat empat pengarustamaan yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3)
Modal Sosial dan Budaya; 4) Transformasi Digital. Sementara di dalam Revisi Renstra PKTL
2020-2024 ini terdapat 6 (enam) pengarusutamaan (mainsteaming) dengan adanya
tambahan pengarustamaan tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui
Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink
FoLU; dan6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas
— ZI). Antar pengarusutamaan saling terkait dan mendukung, dengan rinciannya sebagai
berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals — SDGs)
merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang
mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan
berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda
pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang
mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak.

Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang terbagi kedalam 4 pilar
pembangunan Pilar Pembangunan seperti berikut: (1) Pilar pembangunan Sosial
(mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan
7, 8,9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13,

14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).
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LHK secara umum berperan dalam pilar pembangunan lingkungan, secara khusus PKTL
mempunyai peran terutama sebagai supporting maupun kebijakan yang diampu oleh
masing masing seluruh direktoratnya.

Beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan PKTL adalah
tujuan 6 mengenai air baku, keberadaan Hutan lindung dan konservasi serta wilayah
dengan Jasa ekosistem tinggi akan berperan terhadap kualitas dan kuantitas air baku.
Tujuan 11 tentang perkotaan pemukiman, membutuhkan KLHS dalam penataannya.
Tujuan 12 tentang konsumsi-produksi, akan sangat membutuhkan penerpan UKL UPL
terutama berhubungan dengan sampah dan limbah. Tujuan 13 tentang perubahan iklim,
inventarisasi GRK terutama karbon sangat berperan. Tujuan 15 tentang ekosistem
daratan, percepatan Kawasan hutan, HCV, KPH dan wilayah dengan jasa ekosistem tinggi
akan sangat berkaitan. Peran BPKHTL Wilayah Ill Pontianak mendukung
pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap
tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan,
pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan
perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengambilan
keputusan. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan
dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga
mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk
Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara
laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2)
berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam
memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen

pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan
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perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan
kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data
terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi
untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Peran Ditjen PKTL mendukung PUG dalam kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan
untuk Penetapan Kawasan Hutan serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan
di wilayah BPKHTL. Perencanaan kegiatan tersebut telah diberi tanda (tagging) dalam
aplikasi KRISNA dan sesuai dengan arah kebijakan PUG, meliputi pencermatan
pembagian kerja yang menghasilkan indikator peningkatan jumlah pegawai perempuan
yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian Penetapan
Kawasan Hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKHTL.

Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan
pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial
di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi
pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program
pembangunan nasional. Peran BPKHTL Wilayah Ill Pontianak mendukung
Pengarusutamaan Tujuan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung melalui
pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan serta kajian lingkungan hidup strategis.
Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu
sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan
transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan
(demand), dan pengelolaan big data. Peran BPKHTL Wilayah Ill Pontianak mendukung
Pengarusutamaan Transformasi digital khususnya peran BPKHTL Wilayah Ill Pontianak

melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas
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sebagai Pembantu Unit Kliring JIG KLHK. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden
No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat
IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup
Kementerian LHK sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor
S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016.

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap
Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar
29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional dari berbagai sektor. Sektor
kehutanan berkewajiban untuk menurunkan emisi sebesar 17.2%, sementara sektor lain
yang meliputi sektor energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0.32%, industri sebesar
0.10%, dan limbah sebesar 0.38%. Berdasarkan kesepakatan Paris (Paris Agreement)
untuk menahan kenaikan suhu global, memandatkan kepada negara yang meratifikasi PA
untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/Long Term Strategy (LTS). Untuk
itu pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan
Ketahanan Iklim melalui dokumen Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate
Resilience (LTS-LCCR) 2050.

Di dalam dokumen LTS-LCCR, upaya Indonesia untuk penurunan emisi GRK nasional
tahun 2030 akan dipercepat pencapaiannya. Diharapkan pada 2030 sektor Forestry and
Other Land Use (FoLU) sudah mencapai kondisi penyerapan bersih (net sink) karbon
sektor hutan dan penggunaan lahan. Dengan demikian komitmen Indonesia sesuai
kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined
Contribution — NDC) pada 2030 akan tercapai. NDC merupakan salah satu acuan
pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga
tahun 2030.

Terdapat enam aksi mitigasi utama di sektor FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju
deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri,

pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan, pengelolaan lahan gambut termasuk
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mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati. Program pokok
untuk menuju Net Sink FoLU 2030 diantaranya pengurangan emisi dari deforestasi dan
lahan gambut sampai dengan penegakan hukum, serta dilengkapi implementasi
pengembangan sistem informasi dan kampanye publik. Dalam upaya pengarusutamaan
komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net
Sink FoLU akan berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya
mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan
kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan
kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju
deforestasi.

Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona
Integritas — ZI)

Untuk mendukung terwujudnya pengarusutamaan di berbagai bidang di atas serta
tercapainya tujuan program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan penataan
birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel,
transparan, partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara
prima. Untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada
pencapaian predikat Zona Integritas.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Unit
Organisasi Pemerintahan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil
penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona Integritas yang telah
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan
keuangannya. Sementara Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan

memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 (tujuh puluh lima) pada Zona
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Integritas yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas
laporan keuangannya. BPKHTL Wilayah Il Pontianak akan senantiasa berupaya untuk
memperoleh predikat-predikat di atas agar penyelenggaraan unit kerja menerapkan tata
pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan,
partisipatif dan dapat memberi layanan kepada masyarakat secara secara prima kepada

seluruh stakeholder.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKHTL
Wilayah IlIl Pontianak
Peta Sasaran Program, Sasaran kegiatan dan Komponen (cascading)
menggambarkan struktur keselarasan kinerja BPKHTL Wilayah Ill Pontianak dalam rangka
mencapai Sasaran Strategis dari Renstra KLHK dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan
dari Ditien PKTL yang dinilai tepat untuk mencapainya. Peta Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan dan Komponen Kegiatan (cascading) BPKHTL Wilayah Ill Pontianak 2020-2024

disajikan pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan BPKHTL Wilayah Ill Pontianak Tahun 2020-2024

persetujuan
lingkungan

Program IKU/IKP Satuan Sasaran Unit Indikator Kinerja Satuan Kegiatan Sasaran IKK Satuan Komponen Satuan
Kerja Eselon Unit Eselon | Kegiatan Target
|
T1.S1.1.7 Pencegahan T1.S1.1.7.1.3. T1.S1.1.7.1.3.1. Layanan Layanan Layanan
Meningkatnya T1.S1.1.7.1 Dampak Meningkatnya Layanan Kajian Tata
upaya Tersedianya Lingkungan Layanan Kajian Tata Lingkungan
T1.S11 pencegahan kons__ep T_ata Ling'l_<ungan Ke_bijakan
In deké dampak Kebijakan/Rencana/ Lingkungan Kebijakan Wilayah dan
) lingkungan Program (KRP) Kebijakan Wilayah  Wilayah Sektor di
Kualitas Dokumen Dokumen ; . ;
Lingkungan terh_r_:\dap yang Felah _ d:;m Sektor _dl dgn Sektor gj| wﬂa_yah
) kebijakan mengintegrasikan wilayah Kerja wilayah Kerja Kerja
Hidup - NN
wilayah dan prinsip-prinsip BPKHTL BPKHTL BPKHTL
sektor serta pembangunan
usaha dan berkelanjutan
kegiatan
T1.S1.1 Dokumen T1.S1.1.7 T1.S1.1.7.1 Dokumen  Pencegahan T1.51.1.7.1.4. T1.S1.1.7.1.4.2. Dokumen Dokumen Dokumen
Dampak Tersedianya data Dokumen Hasil Hasil
Lingkungan dan informasi Verifikasi Verifikasi
Inventarisasi Jasa  Lapangan Lapangan
Lingkungan Tinggi Kawasan Kawasan
dengan dengan
Kualitas Indeks Jasa Indeks Jasa
Lingkungan Lingkungan Lingkungan
Hidup Tinggi Tinggi
Secara Secara
Partisipatif Partisipatif di
di Wilayah Wilayah
Kerja BPKHTL
BPKHTL
T1.S1.1 Dokumen T1.S1.1.7 T1.S1.1.7.2. Laporan  Pencegahan T1.51.1.7.2.2. T1.S1.1.7.2.2.1. Layanan Layanan Layanan
Meningkatnya Dampak Meningkatnya Layanan Kajian Tata
kesadaran sektor Lingkungan Layanan Kajian Tata Lingkungan
swasta/unit usaha Tata Lingkungan Usaha dan
dan pemerintah Lingkungan Kebijakan Kegiatan di
dalam mewujudkan Usaha dan Usaha wilayah
pembangunan Kegiatan di dan Kegiatan di Kerja
berkelanjutan wilayah Kerja wilayah Kerja BPKHTL
melalui pengurusan BPKHTL BPKHTL
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Pengelolaan
Hutan
Berkelanjutan

T3.S1.1 Juta T3.S1.1. T3.S1.1.1.1. Juta Pengukuhan T3.S1.1.1.1.1. T3.S1.1.1.1.1.3. Km Panjang Rekomendasi
Luas Hektar Seluruh Seluruh kawasan Hektar dan Terselesaikannya  Panjang Batas Batas Kebijakan
Kawasan Kawasan hutan ditetapkan Penatagunaan Penetapan Kawasan Hutan Kawasan
Hutan Hutan diakui sebagai kawasan Kawasan Seluruh Yang Telah Hutan Yang
dengan sebagai hutan (penetapan Hutan Kawasan Hutan Diselesaikan Telah
Status hutan tetap kawasan hutan Hak-Hak Pihak Diselesaikan
Penetapan 100% termasuk Ketiga
kawasan
konservasi)
T3.S2.1 Ribu T3.S2.1.1. T3.S2.1.1.1. Ribu Pengukuhan T3.S52.1.1.1.1. T3.S52.1.1.1.1.2. Provinsi  Inventarisasi, Rekomendasi
Luas Hektar Penyelesaian  Luas kawasan Hektar dan Terselesaikannya  Dokumen hasil verifikasi dan Kebijakan
kawasan pelepasan hutan yang Penatagunaan pelepasan inventarisasi, BATB obyek
hutan yang kawasan dilepaskan untuk Kawasan kawasan verifikasi dan TORA dalam
dilepaskan hutan untuk TORA Hutan hutan untuk BATB obyek kawasan
untuk TORA TORA TORA dalam hutan
TORA kawasan hutan
di Wilayah
Kerja BPKHTL
T1.S4.1 T1.54.1.6 T1.54.1.6.1. Inventarisasi T1.54.16.1.1 T1.S4.1.6.11.3 Klaster Data dan Layanan
Laju Meningkatkan  Data dan Informasi dan Tersedia dan Data dan Informasi
Deforestasi pelayanan Sumber Daya Pemantauan termutakhirkannya  Informasi Sumber
data dan Hutan Sumber Daya  data dan informasi Sumber Daya Daya Hutan
Layanan informasi Layanan  Hutan SDH Hutan Hasil di Wilayah
sumber daya Inventarisasi Kerja
hutan Hutan Nasional BPKHTL
di Wilayah
Kerja BPKHTL
T1.S4.1 Layanan T1.S4.1.6 T1.54.1.6.1. Layanan Inventarisasi T1.54.16.1.1 T1.S4.1.6.1.1.6 Laporan Datadan Layanan
dan Data dan Informasi
Pemantauan Informasi Penutupan
Sumber Daya Penutupan Lahan
Hutan Lahan Nasional Nasional di
di Wilayah Wilayah
Kerja BPKHTL Kerja
BPKHTL
T2.54.1 TriliunRp T2.S4.1.2 T2.54.1.2.1. Pemohon Rencana dan T2.54.1.2.1.1. T2.54.1.2.1.1.2 Unit Hasil Badan Usaha
Nilai Optimalisasi Seluruh Penggunaan Terlayaninya Hasil Verifikasi Verifikasi
PNBP sumbangan Penggunaan Kawasan Permohonan PNBP PNBP
Fungsional PNBP dari Kawasan Hutan Hutan dan Penggunaan Penggunaan Penggunaan
KLHK Penggunaan sesuai dengan Pembentukan  Kawasan Hutan Kawasan Hutan Kawasan
Kawasan Ketentuan yang Wilayah dan Tersedianya di Wilayah Hutan di
Hutan berlaku Pengelolaan Data Informasi Kerja BPKHTL Wilayah
Hutan PNBP Kerja
Penggunaan BPKHTL

Kawasan Hutan

RENSTRA (Revisi 2) BPKHTL Wilayah Ill Pontianak



T4.S2.1
Nilai
Kinerja
Reformasi
Birokrasi

Poin

T4.S2.1.1.
Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan
di Lingkungan
Ditjen PKTL
Sesuai
Kerangka
Reformasi
Birokrasi

T4.52.1.1.1.

Nilai

SAKIP pada Ditjen
PKTL

Poin

Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Direktorat
Jenderal
Planologi
Kehutanan
dan Tata
Lingkungan

T4.52.1.1.1.5.
Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintahan

di Lingkungan
Ditjen PKTL
sesuai Kerangka
Reformasi
Birokrasi

T4.52.1.1.1.5.1.
Nilai SAKIP
pada Ditjen
PKTL

Poin

Layanan
Umum

Layanan

Poin

T4.52.1.1.

T4.52.1.1.1. Poin

Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Direktorat
Jenderal
Planologi
Kehutanan
dan Tata
Lingkungan

T4.S2.1.1.1.5.

T4.52.1.1.1.5.2.
Level Maturitas
SPIP Ditjen
PKTL

Level

Layanan
Perkantoran

Layanan

Poin

T4.52.1.1.

T4.52.1.1.1. Poin

Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Direktorat
Jenderal
Planologi
Kehutanan
dan Tata
Lingkungan

T4.S2.1.1.1.5.

T4.52.1.1.1.5.3
Laporan
Keuangan
Ditjen PKTL
yang

tertib dan
akuntabel

Dokumen

Layanan Unit
Sarana
Internal
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4.2 Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (outcome) dan satuan hasil yang akan

dicapai dari setiap Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan

merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai

akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari suatu kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah Ill Pontianak. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari

masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) lingkup Ditjen PKTL 2020-2024.

4.2.1 Target Kinerja Program

Target Kinerja Program menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari

indikator kinerja program. Target kinerja program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020- 2024

yang selaras dengan kegiatan BPKHTL Wilayah 11l Pontianak.

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Ditjen PKTL 2020-2024

Program Sra(fgarr:rr; Indll;a:tooggrlggerja Satuan Target Jumiah
2020 2021 2022 2023 2024
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Seluruh Seluruh  kawasan Juta 0,33 12 13,49** 11,83  PM*) 37,65
kawasan hutan ditetapkan Hektar )
hutan diakui sebagai kawasan
sebagai hutan (penetapan
hutan tetap kawasan hutan
100% termasuk
kawasan konservasi)
Dokumen layanan Layanan 48 48 48 48 48 144
permohonan
perubahan
peruntukan dan
fungsi kawasan
hutan
Meningkatkan  Data dan Informasi Layanan 32 32 33 33 33 33
pelayanan Sumber Daya Hutan
data dan
informasi
sumber daya
hutan
Optimalisasi Seluruh penggunaan  Pemohon 300 300 300 300 300 1.500
sumbangan kawasan hutan
PNBP dari sesuai dengan
penggunaan ketentuan yang
Kawasan berlaku
hutan
Penyelesaian  Luas kawasan hutan Ribu 72,9 184,4 94,7 728,1 787,1 1.867,2
pelepasan yang dilepaskan Hektar
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kawasan untuk TORA
hutan untuk
TORA
Meningkatkan  Seluruh Layanan 588 580 588 583 584 2923
kesesuaian Perencanaan
implementasi  Kehutanan yang
perencanaan komprehensif, utuh,
kehutanan dan
berkesinambungan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
Program Kualitas Lingkungan Hidup
Tersedianya konsep Dokumen 32 49 71 72 73 297
Kebijakan/Rencana/
Program (KRP) yang
telah
Meningkatnya mengintegrasikan
Upaya prinsip-prinsip
pencegahan Pembangunan
dampak berkelanjutan
lingkungan
terhadap Meningkatnya Laporan 48 62 175 195 195 675
kebijakan kesadaran sektor
wilayah dan swasta/unit usaha
sektor serta dan pemerintahan
usaha dan dalam mewujudkan
kegiatan pembangunan
berkelanjutan
melalui pengurusan
perizinan lingkungan
Program Dukungan Manajemen
Meningkatnya  Nilai SAKIP Dtijen Poin 79 80 81 82 83 83

tata kelola
pemerintahan
di Lingkungan
Ditjen PKTL
sesuai
Kerangka
Reformasi
Birokrasi

PKTL

4.2.2 Target Kinerja Kegiatan

Target kinerja kegiatan menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari

indikator kinerja kegiatan. Target kinerja kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPKHTL

Wilayah Il Pontianak Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:
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Tabel 4.3 Target Kinerja Kegiatan BPKHTL Wilayah Ill Pontianak

Tahun 2020-2024

Program/Sasaran Ingikat_or Rincian Satuan Target Jumlah
Kinerja Output Target 2020 2021 2022 2023 2024
Kualitas Lingkungan Hidup
Layanan Layanan Layanan - - 1 1 1 3
Meningkatnya kajian tata Tata
layanan kajian lingkungan Lingkungan
tata lingkungan kebijakan Kebijakan
kebijakan wilayah  wilayah dan Wilayah dan
dan sektor di sektor di Sektor di
wilayah kerja wilayah kerja  wilayah
BPKH BPKH Kerja
BPKHTL
Tersedianya data Dokumen Dokumen Dokumen - - - 1 - 1
dan informasi Hasil Hasil
Inventarisasi Jasa  Verifikasi Verifikasi
Lingkungan Tinggi  Lapangan Lapangan
Kawasan Kawasan
dengan dengan
Indeks Jasa  Indeks Jasa
Lingkungan Lingkungan
Tinggi Tinggi
Secara Secara
Partisipatif di ~ Partisipatif di
Wilayah Wilayah
Kerja BPKH Kerja BPKH
Meningkatnya Layanan Layanan Layanan - - 1 1 1 3
layanan kajian kajian tata kajian tata
tata lingkungan lingkungan lingkungan
usaha dan kebijakan kebijakan
kegiatan di usaha dan usaha dan
wilayah kerja kegiatan di kegiatan di
BPKH wilayah kerja  wilayah kerja
BPKH BPKH
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Terselesaikannya  Panjang Panjang Km - 1514 - 569 - 2.083
penetapan seluruh  Batas Batas
kawasan hutan Kawasan Kawasan
Hutan Yang Hutan Yang
Telah Telah
Diselesaikan  Diselesaikan
Hak- Hak Hak- Hak
Pihak Ketiga  Pihak Ketiga
Terselesaikannya ~ Dokumen Dokumen Provinsi 1 1 1 1 1 1
pelepasan hasil hasil
kawasan hutan inventarisasi, inventarisasi,
untuk TORA verifikasi dan  verifikasi dan
BATB obyek  BATB obyek
TORA dalam  TORA dalam
kawasan kawasan
hutan di hutan di
Wilayah Wilayah
Kerja BPKH Kerja BPKH
Data dan Data dan Klaster 15 1 4 14 14 48
Informasi Informasi
Sumber Sumber
Daya Hutan Daya Hutan
Hasil Hasil
Inventarisasi  Inventarisasi
Tersedia dan Hutan Hutan
termutakhirkannya  Nasional di Nasional di
data dan informasi ~ Wilayah Wilayah
SDH Kerja BPKH Kerja BPKH
Data dan Data dan Laporan 1 1 1 1 1 5
Informasi Informasi
Penutupan Penutupan
Lahan Lahan
Nasional di Nasional di
Wilayah Wilayah
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Kerja BPKH Kerja BPKH
Terlayaninya Hasil Hasil Unit 7 3 - 2 1 13
permohonan Verifikasi Verifikasi
penggunaan PNBP PNBP
kawasan hutan Penggunaan  Penggunaan
dan tersedianya Kawasan Kawasan
data informasi Hutan di Hutan di
PNBP Wilayah Wilayah
penggunaan Kerja BPKH Kerja BPKH
kawasan hutan
Dukungan Manajemen
Nilai SAKIP Layanan Poin 79 80 81 82 83 83
pada Umum
Direktorat
Jenderal
Planologi
Kehutanan
dan Tata
Lingkungan
Level Layanan Level 3 3 3 3 4 4
. Maturitas Perkantoran
Meningkatnya
kondisi birokrasi SPIP
Direktorat
dan layanan
. . Jenderal
publik yang agile, Planoloai
efektif, dan efisien g
- . Kehutanan
lingkup Direktorat
. dan Tata
Jenderal Planologi .
Kehutanan dan Lingkungan
Tata Lingkungan Laporan Layanan Dokumen 1 1 1 1 1 5
Keuangan Sarana
Direktorat Internal
Jenderal
Planologi
Kehutanan
dan Tata
Lingkungan
yang tertib
dan
akuntabel

4.3 Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja disusun dengan asumsi adanya ketersediaan

anggaran Rp 15-30 Milyar per tahun dan penyesuaian dengan standar biaya dan kegiatan.

Oleh karenanya target tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap

tahunnya.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan

kegiatan pemantapan kawasan hutan akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran kegiatan

yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Kemitraan

dengan dunia usaha swasta, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan salah

satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja BPKHTL Wilayah Ill Pontianak. Rencana

alokasi anggaran dalam Renstra BPKHTL Wilayah Il Pontianak tahun 2020-2024 ini

didasarkan pada konsep money follow program, terutama kegiatan prioritas yang sejalan
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dengan program prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024 dan
sejalan dengan IKU KLHK 2020-2024.

Skenario pendanaannya masih ditujukan untuk belanja non-operasional dengan
mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan kelembagaan,
SDM, potensi dan kontribusi BPKHTL Wilayah Ill Pontianak terhadap pencapaian IKU KLHK
selama tahun 2020-2024. Adapun rencana alokasi anggaran program pembangunan pada
BPKHTL Wilayah Il Pontianak Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 93.593.800.000,- (sembilan
puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian
sebagai berikut.

Tabel 4.4 Rencana Alokasi Anggaran Program Pembangunan BPKHTL Wilayah |l

Pontianak Tahun 2020-2024

No. Program Pembangunan KLHK Estlmsﬁéggt);ntuhan
Tahun 2020-2024 (Ribuan
Rp)
1. Program Kualitas Lingkungan Hidup 1.856.300
2. Program Pengelolaan Hutan 53.159.741
Berkelanjutan
3. Program Dukungan Manajemen 38.577.759
TOTAL 93.593.800

Adapun rincian pendanaan program dan kegiatan pokok BPKHTL Wilayah Il
Pontianak yang drencanakan selama tahun 2020 — 2024 secara lengkap dapat dilihat pada
matriks Rencana Strategis BPKHTL Wilayah Il Tahun 2020 — 2024 (Perubahan II)

sebagaimana terlampir.
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BAB YV
PENUTUP

Sehubungan dengan dinamika kebijakan dan ditetapkannya Revisi Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, maka unit eselon |
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) juga berupaya
menyesuaikan perubahan tersebut melalui Revisi Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020-2024.
Dengan adanya perubahan pada Rencana Strategis pada Ditjen PKTL, maka perubahan

Rencana Strategis BPKHTL Wilayah lll Pontianak pun juga dilakukan.

Revisi kedua Rencana Strategis BPKHTL Wilayah IIl Pontianak 2020-2024 merupakan
revisi atas dokumen perencanaan pembangunan lingkup BPKHTL Wilayah Il Pontianak untuk
periode 2020-2024, berupa penjabaran dari Revisi Renstra Ditjen PKTL. Revisi kedua Renstra
BPKHTL Wilayah Il Pontianak 2020-2024 memuat langkah-langkah sistematis ke dalam
rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target
kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, yaitu: “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk
Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Revisi Kedua Rencana Strategis BPKHTL Wilayah Ill Pontianak tahun 2020-2024
merupakan acuan bagi BPKHTL Wilayah Ill Pontianak dalam implementasi program dan
rencana kegiatan BPKHTL Wilayah Ill Pontianak pada periode 2020-2024 dan sebagai alat
dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan. Rencana strategis ini
merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan BPKHTL Wilayah Ill Pontianak yang

dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan selama lima tahun.
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Dengan tersusunnya Revisi Kedua Rencana Strategis BPKHTL Wilayah Il Pontianak
Tahun 2020-2024 ini, diharapkan pembangunan di bidang Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan
hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat

tercapai.
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LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPKHTL WILAYAH III PONTIANAK TAHUN 2020-2024 (PERUBAHAN II)

K/L UKE-L TARGET 2020-2024 ANGGARAN 2020-2024 (Rp. Ribu)
Sasar"l‘;‘({zr‘i'::':')'/ UKE Indikator (IKU/IK-UKE-1/IKK) RO
‘:{:5';2":'/ e SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Kumulatif
Ditjen Planologi K dan Tata Lii
Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I1I Pontianak 17,321,779 24,865,339 13,774,523 21,185,728 16,446,431 93,593,800
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 8,631,498 17,173,485 6,687,557 12,580,850 8,086,351 53,159,741
5433 -P dan P Hutan 7,174,744 16,847,797 5,897,677 11,449,505 7,005,006 48,374,729
T3SLLL11 Terselesaikannya
Penetapan Seluruh Kawasan
Hutan
T3.51.1.1.1.1.3. Panjang Batas
Kawasan Hutan Yang Telah Km - 1,514.00 - 56900 - E 14,779,668 E 4,900,539 150,000 19,830,207
Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga
Panjang Batas Kawasan
Hutan Yang Telah
Diselesaikan
Penataan batas kawasan km - 1,514.00 - 569.00 - . 14,779,668 - 4,825,539
hutan (reguler)
Dukungan Pelaksanaan
Penataan Batas Kawasan layanan - - 1 1 . - E 75,000 150,000
Hutan (Reguler)
T3.52.1.1.1.1. Terselesaikannya
pelepasan kawasan hutan untuk
TORA
T3S2.1.1.1.12 Dokumen _hasil
inventarisasi, verifikasi dan BATB . ; ; -
’ Provinsi 1 1 1 1 1 7,174,744 2,068,129 5,897,677 6,548,966 6,855,006 28,544,522
obyek TORA dalam kawasan hutan di
Wilayah Keria BPKHTL
Inventarisasi, verifikasi
dan BATB obyek TORA
dalam kawasan hutan
Inventarisasi dan verifikasi
obyek TORA dalam kawasan Hektar 4,689.00 E -| 4244000 E 2,835,373 - E 6,473,966 E
hutan
Penataan batas kawasan
hutan untuk penyelesaian km 52800 41400 1550.00 - | 1,650.00 4,202,151 1,601,919 5,897,677 - 6,775,006
TORA
Dukungan  Pelaksanaan
Inventarisasi verifikasi dan
BATS obyek TORA dalam Layanan 1 1 - 1 1 137,220 466,210 E 75,000 80,000
kawasan hutan
Kegiatan: 5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 1,145,377 206,531 434,880 1,011,345 1,021,345 3,819,478
T154.1.6.1.1 Tersedia dan
termutakhirkannya data dan
informasi SDH
T1S41611 .3 Data dan Informasi
Sumber ~ Daya ~ Hutan  Hasil Klaster 15 1 4 14 14 1,005,000 82,000 280,000 924,000 924,000 3,215,000
Inventarisasi Hutan Nasional di
Wilayah Kerja BPKHTL
Data dan Informasi
Sumber Daya Hutan di
Wilayah Kerja BPKHTL
Inventarisasi Potensi Klaster 15 1 4 14 14 1,005,000 82,000 280,000 924,000 924,000
Sumber Daya Hutan




T154.1.611 .6 Data dan Informasi
Penutupan Lahan Nasional di Wilayah

Laporan

Sektor di wilayah Kerja BPKHTL

140,377 124,531 154,880 87,345 97,345 604,478
Kerja BPKHTL
Data dan  Informasi
Penutupan Lahan
Nasional di ~ Wilayah
Kerja BPKHTL
Penafsiran  Citra satelit
Resolusi sedang  untuk Laporan 140,377 124,531 154,880 87,345 97,345
Update Data penutupan
Lahan tingkat Nasional
Kegiatan: 6744 - Rencana dan K: Hutan dan Wilayah Hutan 311,377 119,157 355,000 120,000 60,000 965,534
T154.15.1.4. Terfasilitasinya
Rancangan Rencana Pengelolaan
Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL
T1.84.15.1.4.1 Fasilitasi Rancangan
tata Hutan dan Rancangan Rencana KPH E - 355,000.00 - E 355,000
Pengelolaan Hutan KPH
Fasilitasi rencana
pengelolaan hutan di
KPH
Fasilitasi rancangan tata
hutan dan rancangan - i . 355,000 } .
rencana pengelolaan hutan
T2.54.12.1.1Terlayaninya
Permohonan Penggunaan
Kawasan Hutan dan Tersedianya
Data Informasi PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan
T2.84.12.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan di unit 311,377 119,157 . 120,000 60,000 610,534
Wilayah Kerja BPKHTL
Hasil Verifikasi PNBP
Penggunaan Kawasan
Hutan di Wilayah Kerja
BPKHTL
Verifikasi PNBP Laporan 311,377 119,157 - 120,000 60,000
Penggunaan Kawasan Hutan
Program Kualitas Lingkungan Hidup - a 36,300 820,000 1,000,000 1,856,300
5436 - P Dampak Li 2 o 36,300 820,000 1,000,000 1,856,300
T1§1.1.7.13. Meningkatnya
Layanan Kajian Tata Lingkungan
Kebijakan Wilayah dan Sektor di
wilayah Kerja BPKHTL
T1S1.17.13.1. Layanan Kajian Tata
Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Layanan E 15,850 50,000 400,000 465,850




Layanan Tata
Lingkungan  Kebijakan
Wilayah dan Sektor di
wilayah Kerja BPKHTL

Fasilitasi Kegiatan
Pencegahan Dampak Layanan - - 1 1 1 E - 15,850 50,000 400,000
Lingkungan Kebijakan 4 ' " '
Wilayah dan Sektor
T1S1.1.7.14.Tersedianya data
dan informasi Inventarisasi Jasa
k Tinggi
T1.51.1.7.14.2 Dokumen Hasil
Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Dokumen . . . L . . . . 220,000 . 720,000
Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara
Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL
Dokumen Hasil Verifikasi
Lapangan Kawasan
dengan Indeks Jasa
Lingkungan Tinggi
Secara Partisipatif di
Wilayah BPKHTL
Verifikasi Lapangan
Kawasan dengan Indeks Jasa dokumen . . . L . . . i 720,000 i
Lingkungan Tinggi Secara
Partisipatif
I:?";:KZEZ‘E r;::i‘::"]‘i: an | TLS117.221. Layanan Kajian Tata
Y Jian AMBKUNEAN |4 okungan  Kebijakan Usaha dan Layanan - - 1 1 1 - - 20,450 50,000 600,000 670,450
Usaha dan Kegiatan di wilayah | o "&<16E0 EREAL S
Kevin BPKHTL egiatan di wilayah Kerja
Layanan Tata
Lingkungan Usaha dan
Kegiatan di  wilayah
Kerja BPKHTL
Fasilitasi kajian dampak
lingkungan  bidang Usaha Layanan - - 1 1 1 . - 20,450 50,000 600,000
dan Kegiatan
Program Dukungan Manajemen 8,690,281 7,691,854 7,050,666 7,784,878 7,360,080 38,577,759
5432- dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen gi dan Tata Li 8,690,281 7,691,854 7,050,666 7,784,878 7,360,080 38,577,759
T452.1.1.15
Meningkatnya ~ Tata  Kelola
Pemerintahan di Lingkungan|T4.52.1.1.1.5.1. Nilai SAKIP pada .
Ditjon PKTL sesuai Kevanha|Ditjon PKTL Poin 79 80 81 82 83 8,690,281 7,691,854 7,050,666 7,784,878 7,360,080 38,577,759
Reformasi
Birokrasi
T4.52.1.1.1.5.2. Level Maturitas SPIP
Ditjon PR Level 3 3 3 3 4
T4.52.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Dokumen 1 1 1 1 1

Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel

Layanan Umum




Layanan Dukungan

Mansjamen Sathor BPKHTL Layanan 1 1 1 780,958 322,500 376,570 873,900 1,142,053
Layanan Perkantoran
Gaji dan Tunjangan Layanan R R R 5,848,077 4,646,545 4,629,844 4,821,900 4,361,300
Operasional dan Layanan 1,817,075 1,667,460 2,044,252 1,722,562 1,713,927
Pemeliharaan Kantor 1 1 1
Layanan Sarana Internal
Pengadaan Perangkat Unit 33 62 12 244,171 1,055,349 B 366,516 125,500
Pengolah Data dan
Informasi
Pengadaan Peralatan Unit B B B B B B B 17,300

Fasilitas Perkantoran




